
 

 

 

 

BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR  6  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN  

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLITAR, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa untuk menjamin hak asasi manusia yang diwujudkan 

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 

dalam mencegah penanganan konflik sosial; 

b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang tertib dan 

tenteram serta memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dalam menumbuhkan disiplin berperilaku bagi setiap orang, 

perlu adanya upaya meningkatkan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat; 

c. bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman 

dan Perlindungan Masyarakat. 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  

2  Tahun  1965  tentang   Perubahan   Batas   Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 273O); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5094);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

44 tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban, dan 

Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penengakan Hak 

Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 

Nomor 436); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja  Satuan Polisi 

Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 590); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur 

Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 705); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1837); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pelarangan Prostitusi dan Penanganan Wanita Tuna 

Susila dan Pria Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2009, Nomor 2/E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi 

Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010, 

Nomor 1/B ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012, Nomor 4E); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 

Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 

Tahun 2013, Nomor 3E) 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 

Tahun 2015, Nomor 1E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR 

 dan  

BUPATI BLITAR 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM, 

KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. 

3. Bupati adalah Bupati Blitar. 

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol 

PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. 

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blitar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah. 

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang 

menerbitkan izin/rekomendasi/dispensasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur 

dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan       

perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang dinamis, aman dan tentram. 

8. Ketenteraman adalah  suatu tatanan yang sesuai dengan 

kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan     

perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi 

kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah. 

9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara 

tertib, tentram dan teratur. 

10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis 

dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan 

serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan 

bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, 

serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 
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11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan 

untuk usaha yang sejenis. 

12. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung 

dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk 

suatu badan hukum yang berdiri sendiri. 

13. Izin adalah izin yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat/ 

instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

14. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah 

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah 

kabupaten yang berisi, tujuan, kebijakan, strategi penataan 

ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang kabupaten, 

rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan 

strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten. 

15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 

hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung 

dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan 

kabel. 
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18. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja 

adalah ruang yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi 

jalan dan ambang pengaman. 

19. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah 

ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah 

tertentu di luar ruang manfaat jalan. 

20. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya 

diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. 

21. Badan jalan berarti bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi 

jalan dan merupakan lajur utama. 

22. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dapat dipergunakan 

sebagai tempat untuk kendaraan berhenti sementara dikarena 

mengalami kerusakan atau dapat digunakan oleh kendaraan 

yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang 

mengalami kepadatan yang tinggi. 

23. Media Luar Ruang adalah media yang berukuran besar yang 

dipasang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan dipasang ditempat terbuka dengan 

tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu baik bersifat 

komersial maupun non komersial, seperti reklame, baliho, 

megatron, videotron dan sejenisnya. 

24. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai 

dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan 

pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

25. Tempat Parkir adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan 

meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau 

lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah atau orang dan/atau Badan. 

26. Drainase adalah  suatu sistem pembuangan air dari daerah 

pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan 

perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air 

pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air 

kotor lainnya yang keluar dari kawasan tersebut di atas baik di 

bawah permukaan tanah, maupun bangunan resapan buatan. 

27. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana 

lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan 

dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain. 
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28. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari 

ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata 

dengan serasi, lestari dengan menggunakan/tidak 

menggunakan material buatan dan unsur-unsur alam dan 

mampu menjadi areal penyerapan air. 

29. Mengganggu adalah suatu perbuatan/situasi/keadaan yang 

dapat menggoda, mengusik, merintangi, merisaukan, merusak 

suasana serta berpotensi dapat mendatangkan 

kekacauan/kerusuhan. 

30. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan  

kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-

tempat prasarana umum/fasilitas umum baik yang mendapat 

ijin maupun yang tidak mendapat ijin dari Pemerintah Daerah 

antara lain badan jalan, bahu jalan, jembatan, trotoar, saluran 

irigasi, saluran drainase, jalur hijau, taman, bawah jembatan, 

jembatan penyeberangan dll. 

31. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukan, 

permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh 

setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana 

untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan 

fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran 

maupun tidak dipungut bayaran. 

32. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal 

atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memeperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan. 

33. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya 

disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 

kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 
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35. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, 

pembuangan, sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah 

minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam 

bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan 

berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan 

kehidupan hewani/nabati. 

36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau 

proses alam yang berbentuk padat/suatu bahan yang  

terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia 

maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 

37. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses 

produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). 

38. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan 

kosmetika. 

39. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung 

ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi 

atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan 

lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara 

mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 

pengenceran minuman mengandung ethanol. 

40. Penggolongan minuman beralkohol adalah sebagai berikut : 

a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar 

etanol (C2H5OH) sampai dengan 5% (lima perseratus); 

b. Golongan B adalah minuman berakohol dengan kadar 

etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai 

dengan 20% (dua puluh perseratus); dan 

c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar 

etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) 

sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). 

41. Tuna susila adalah seseorang yang yang melakukan hubungan 

seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang – 

ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan 

tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. 

42. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat 

setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan 

yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di 

tempat umum serta mengganggu ketertiban umum. 
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43. Pengemis adalah orang baik secara sendiri maupun bersama-

sama, melakukan kegiatan meminta-minta di tempat/fasilitas 

umum dan/atau permukiman penduduk dengan mengharap 

belas kasihan dari orang lain dan bertujuan untuk 

mendapatkan penghasilan. 

44. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya 

berada di jalanan atau tempat umum (bisa berpindah-pindah) 

serta mengganggu ketertiban umum. 

45. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang 

berisi air. 

46. Waduk adalah wadah air yang terbentuk akibat dibangunnya 

sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk 

pelebaran alur/badan/palung sungai. 

47. Saluran Irigasi adalah saluran  bangunan, dan bangunan 

pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan 

untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan  

pembuangan air irigasi. 

48. Rumah Pemondokan adalah rumah sewa/bangunan yang 

disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu 

dengan memungut bayaran. 

49. Rumah kost adalah rumah yang menawarkan sebuah kamar 

atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran 

tertentu untuk setiap periode tertentu. 

50. Dokumen Kependudukan adalah keterangan resmi hasil 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai alat bukti otentik 

bagi penduduk. 

51. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah 

desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang 

disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk 

melaksanakan kegiatan penanganaan bencana guna 

mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut 

memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 
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  BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah: 

a. menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum,  

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah; dan 

b. sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum kepada 

masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah; 

a. terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 

Masyarakat di lingkungan wilayah Daerah; dan 

b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum 

untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:  

a. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ; dan 

b. Perlindungan Masyarakat. 

 

 

BAB IV 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

UMUM 

Pasal 5 

 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada pasal 4 huruf a merupakan pengaturan hal-hal 

yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan kewenangan 

daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a. Tertib Tata Ruang; 

b. Tertib Jalan; 

c. Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai; 

d. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; 

e. Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Pantai; 

f. Tertib Lingkungan; 
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g. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu; 

h. Tertib Bangunan; 

i. Tertib Sosial; 

j. Tertib Kesehatan; 

k. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan 

l. Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam Peraturan 

Daerah masing-masing. 

 

Bagian  Kesatu  

Tertib Tata Ruang 

Pasal 6 

 

Setiap kegiatan yang diselenggarakan orang atau badan harus 

sesuai dengan peruntukan rencana pola ruang sebagaimana diatur 

dalam RTRW dan rencana rincinya. 

 

Pasal 7 

 

Untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang, setiap orang dan/atau 

badan dilarang: 

a. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana struktur ruang; 

b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan umum peraturan 

zonasi; 

c. menyelenggarakan pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan 

ruang yang diterbitkan berdasarkan tata ruang wilayah (RTRW) 

Kabupaten; 

d. menyelenggarakan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan 

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW 

Kabupaten; 

e. melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten; 

f. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses 

terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan 

dinyatakan sebagai milik umum; dan 

g. menyelenggarkan pemanfaatan ruang dengan izin yang 

diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. 
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Bagian  Kedua 

Tertib Jalan 

 Pasal 8 

 

Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan 

dalam memanfaatkan jalan. 

 

Pasal 9 

 

(1) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang 

di tempat yang telah ditentukan.  

(2) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan 

kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan 

memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna 

jalan lainnya. 

(3) Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat 

penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka. 

 

Pasal 10 

 

Untuk mewujudkan tertib jalan, setiap orang dan/atau badan 

dilarang: 

a. membuat, memasang, mengambil, memindahkan, membongkar 

dan/atau menghilangkan portal penghalang, marka jalan, 

marka kejut/pita penggaduh, tanggul pengaman jalan, pintu 

penutup jalan, pagar pengaman jalan dan sarana-prasarana 

jalan lainnya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang 

berwenang; 

b. melakukan pekerjaan galian dan/atau penimbunan tanah di 

rumaja tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang; 

c. melakukan pembongkaran trotoar tanpa izin dari Bupati atau 

pejabat yang berwenang; 

d. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; 

e. melakukan bongkar muat barang dan/atau menempatkan 

material bahan bangunan atau puing-puing bekas bangunan, 

membuang sampah di median jalan, badan jalan, bahu jalan, 

saluran drainse, jalur hijau dan trotoar; 

f. memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak 

dan/atau mengecat kendaraan di badan jalan, bahu jalan, 

saluran drainase, jalur hijau dan trotoar; 
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g. berjualan dengan atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor 

di median jalan, badan jalan, bahu jalan, saluran drainse, jalur 

hijau dan trotoar; 

h. memasang, memaku, menempelkan atau menggantungkan 

media luar ruang yang menggunakan median jalan, badan jalan, 

bahu jalan saluran drainase, trotoar, tiang listrik, pepohon di 

sepanjang jalur hijau; 

i. memotong, membakar, menebang, perantingan atau kegiatan 

lain yang dapat merusak pohon penghijauan di sepanjang jalur 

hijau; 

j. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada median jalan, 

badan jalan, bahu jalan, saluran drainase, jalur hijau dan 

trotoar; 

k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang di 

rumija; dan 

l. mengotori, merusak, mencorat-coret/melukis dan/atau 

perbuatan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan 

dan menurunkan kualitas jalan. 

 

pasal 11 

 

Setiap orang atau badan dilarang :  

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 

jalan di dalam ruang manfaat jalan;  

b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 

jalan di dalam ruang milik jalan;  

c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 

jalan di dalam ruang pengawasan jalan;  

d. merusak, memindahkan dan mencabut serta mencoret papan 

nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca 

dan/atau memusnahkan papan nama jalan;  

e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk 

kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya 

peranan fungsi jalan tanpa izin pihak berwenang; dan 

f. memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang 

dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, 

kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati. 
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Bagian Ketiga 

Tertib Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Waduk 

Pasal 12 

 

Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan 

dalam menggunakan Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai. 

 

Pasal 13 

 

(1) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah 

ditetapkan. 

(2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, 

menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada 

tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang 

patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang 

selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan. 

(3) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau 

mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak 

memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

 

(1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan 

umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian 

yang telah ditetapkan. 

(2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:  

a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan; 

b. merokok; 

c. mengamen; dan 

d. menjual barang-barang dikendaraan umum.  

(3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah 

dan kantong plastik di dalam kendaraan. 

 

Pasal 15 

 

Setiap orang dan/atau badan dilarang: 

mengangkut bahan berdebu, bahan berbau busuk, bahan 

berbahaya dan beracun, galian c, bahan yang mudah terbakar, 

dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang 

terbuka. 
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Pasal 16 

 

(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki 

kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada 

persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan 

maksud mendapatkan imbalan uang dan/atau jasa.  

(2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki izin, 

dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan 

uang terhadap pengguna jalan.  

 

Pasal 17 

 

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan 

klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada 

waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan 

lembaga pendidikan serta rumah sakit. 

 

Pasal 18 

 

Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah 

Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan 

kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan 

kemacetan.  

 

Pasal 19 

 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha angkutan 

sungai dan usaha lainnya yang terkait, wajib memiliki izin 

usaha dan izin operasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati. 

(2) pengelola angkutan sungai dan waduk wajib melengkapi sediaan 

pelampung dan perlengkapan keamanan lainnya sesuai 

kapasitas angkut serta diletakkan di tempat yang aman dan 

mudah terjangkau dalam angkutan. 

(3) awak kapal atau perahu wajib menggunakan pelampung leher 

dan/atau alat pengaman lainnya dalam setiap mengoperasikan 

angkutan sungai dan waduk. 

(4) pengelola angkutan sungai dan waduk yang menggunakan 

penggerak mesin atau motor wajib menyediakan pengayuh 

manual. 
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Bagian Keempat 

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum 

Pasal 20 

 

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum dimaksudkan untuk 

memberi perlindungan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, 

keindahan, serta keteraturan terhadap pemanfaatan sarana dan 

prasarana jalur hijau, taman dan tempat umum yang telah 

disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau pihak 

lain agar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. 

 

 

Pasal 21 
 

Untuk mewujudkan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, 

maka setiap orang dan/atau badan dilarang: 

a. memasuki atau berada di jalur hijau dan taman yang bukan 

untuk umum kecuali untuk kepentingan dinas; 

b. melompat atau menerobos pagar di jalur hijau, taman dan 

tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;  

c. bertempat tinggal di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat 

umum; 

d. mengotori, mencorat-coret/melukis dan/atau merusak taman 

dan tempat umum beserta kelengkapannya; 

e. memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di 

sepanjang jalur hijau dan taman, kecuali memperoleh izin dari 

Bupati atau pejabat yang berwenang;  

f. menjemur, memasang, memaku, menempelkan atau 

menggantungkan dan/atau meletakkan benda di jalur hijau, 

taman dan tempat umum; 

g. membuang dan menumpuk sampah di jalur hijau, taman dan 

tempat umum; 

h. berdagang dan/atau menyelenggarakan usaha parkir di tempat 

umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang; 

i. melakukan perbuatan tidak senonoh yang patut diduga dapat 

mengarah pada pelanggaran norma kesopanan dan/atau norma 

kesusilaan di taman dan tempat umum; dan 

j. melakukan perbuatan/tindakan yang dapat mengakibatkan 

terganggunya fungsi tempat umum sesuai dengan 

peruntukannya. 
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Pasal 22 

 

(1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang 

dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat 

khusus yang disediakan untuk merokok. 

(2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. fasilitas pelayanan kesehatan;  

b. tempat proses belajar mengajar;  

c. tempat anak bermain;  

d. tempat ibadah; 

e. angkutan umum; dan 

f. tempat kerja baik Pemerintah maupun swasta. 

 

 

Bagian Kelima 

Tertib Sungai, Saluran Air, Sumber Air, Kolam dan Pantai 

Pasal 23 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap 

pelestarian dan pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air 

kolam dan pinggir pantai. 

(2) Untuk mewujudkan tertib pemanfaatan sungai, saluran air, 

sumber air, kolam dan pinggir pantai, setiap orang dan/atau 

badan dilarang: 

a. membuat bangunan dan melakukan pengusahaan diluar 

peruntukan di atas sungai, saluran air, sumber air, kolam, 

danau, waduk, embung, situ atau sebutan lain, saluran 

irigasi dan pantai, kecuali ditentukan lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menutup/mengubah/mempersempit/aliran sungai, 

dan/atau membongkar bangunan penunjang fungsi sungai 

baik di dalam atau melintas sungai; 

c. membuang dan/atau memasukan secara langsung sampah 

dan barang-barang bekas ke sungai, saluran air, sumber air, 

kolam dan pantai; 

d. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di sungai 

dan/atau saluran irigasi; dan 
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e. membangun dan mengusahakan kegiatan yang melanggar 

daerah sempadan sungai. 

 

Bagian Keenam 

 Tertib  Lingkungan  

Pasal 24 

 

Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap 

kegiatan/perbuatan setiap orang/badan yang dapat melanggar/ 

merusak/mengganggu ketertiban lingkungan. 

 

Pasal 25 

 

Tertib Masyarakat dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan 

penyampaian pendapat dan kegiatan partisipasi masyarakat lainnya 

dapat berlangsung secara tertib, lancar dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 26 

 

Unuk mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang atau 

badan dilarang: 

a. memburu, menangkap, membunuh, mengambil atau melakukan 

kegiatan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya 

ekosistem hewan dan tumbuhan; 

b. menggembalakan secara liar hewan peliharaan sehingga 

mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori 

lingkungan; 

c. membuang sampah pada tempat-tempat yang dapat 

menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan 

masyarakat; 

d. membakar sampah; 

e. menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat 

yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; 

f. membiarkan pohon/dahan/ranting yang menjalar dan 

menyebabkan terganggunya fungsi tempat umum; dan 

g. membuat ramai, gaduh, dan/atau kegiatan lain yang dapat 

mengganggu ketentraman orang lain di dekat tempat ibadah 

selama ibadah berlangsung; lembaga pendidikan; rumah sakit; 

dan/atau sekitar tempat tinggal tanpa ijin dari pejabat yang 

berwenang. 
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Pasal 27 

 

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, Pemerintah Daerah 

berkewajiban menyediakan tempat pembuangan sampah, tempat 

pengolahan sampah dan sarana-prasarana persampahan lainnya 

yang representatif dan proporsional. 

 

Pasal 28 

 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau 

UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan oleh pemrakarsa dan/atau penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan. 

 

Bagian Ketujuh 

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu 

Pasal 29 

 

Tertib tempat usaha dan usaha tertentu dimaksudkan agar 

kegiatan usaha dapat dilakukan dengan aman, benar, bersih, 

teratur dan nyaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 30 
 

Dalam melaksanakan tertib tempat usaha dan usaha lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka setiap orang 

dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha, wajib 

memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan 

kegiatan usaha pada tempat-tempat yang sesuai dengan 

peruntukannya. 

 

Paragraf 1 

 Tertib Kegiatan Usaha Minuman Beralkohol  

Pasal 31 

 

Setiap orang atau badan dapat memproduksi,  memasarkan, 

mengedarkan, menyimpan, menimbun, menyajikan, dan 

mengkonsumsi minuman beralkohol atau yang sejenisnya setelah 

mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 
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  Paragraf 2 

 Tertib Kegiatan Usaha Rumah Pemondokan/Rumah Kost  

Pasal 32 

 

(1) Dalam rangka mewujudkan tertib kegiatan usaha rumah 

pemondokan/rumah kost, maka setiap pemilik dan/atau 

pengelola rumah pemondokan/rumah kost dengan jumlah 

kamar paling sedikit 10 (sepuluh) kamar wajib : 

a. memiliki ijin usaha dari Bupati atau pejabat yang 

berwenang; 

b. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 

penghuni/tamu di rumah pemondokan/rumah kost; 

c. memisahkan penghuni rumah pemondokan/rumah kost 

yang berbeda jenis kelamin dalam satu blok 

bangunan/satu kamar kost kecuali yang terikat dalam 

status perkawinan atau saudara kandung; 

d. menyediakan ruang tamu yang terbuka dan terpisah dari 

kamar pemondokan/kost; 

e. memasang papan informasi tentang pemisahan/pembedaan  

penghuni rumah pemondokan/rumah kost berdasarkan 

jenis kelamin; 

f. melaporkan identitas penghuni rumah pemondokan/rumah 

kost secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah melalui 

Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;  

g. membuat dan memasang tata tertib di rumah 

pondokan/rumah kost dengan berpedoman kepada norma 

hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan 

norma kesopanan;  

h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni 

rumah pemondokan/rumah kost  untuk dapat berperan 

aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di 

lingkungannya; dan 

i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan. 

(2) Tata cara perijinan usaha sebagaimana pada ayat 1 huruf a 

diatur dalam peraturan Bupati. 

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan pada ayat 1 huruf b, 

diatur dalam peraturan Bupati. 

 

 
 
 

 
 



21 
 

Pasal 33 
 

Setiap penghuni rumah pemondok/rumah kost wajib : 

a. memiliki dokumen kependudukan 

b. menjaga kebersihan, ketertiban, ketentraman  dan keamanan di 

lingkungannya; dan 

c. mentaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan/rumah 

kost. 

 

Pasal 34 

 

Untuk mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu 

lainnya, maka setiap orang dan/atau badan dilarang : 

a. menyelenggarakan kegiatan usaha yang mengeksploitasi 

tayangan, tampilan, pertunjukan yang bersifat 

pornografi/pornoaksi dan/atau kekerasan fisik;  

b. menebarkan selebaran untuk kegiatan yang bersifat komersial 

di jalan, taman dan tempat umum yang berpotensi mengganggu 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

c. mengadakan pertunjukan hiburan yang bersifat komersial di 

jalan, jalur hijau, taman yang dapat mengganggu ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

d. menyelenggarakan tempat parkir baik yang bersifat permanen 

maupun insidentil tanpa izin Bupati atau pejabat yang 

berwenang; 

e. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di tempat lain yang 

telah disediakan/disiapkan untuk tempat parkir tanpa izin dari 

Bupati atau pejabat yang berwenang; 

f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan 

menyimpan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang 

berwenang; 

g. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/minuman 

yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak 

dikonsumsi; 

h. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang 

bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang 

menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum; 
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i. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran 

tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat 

yang berwenang; 

j. Melakukan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak secara 

eceran; dan 

k. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis 

kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis 

hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.   

 

Bagian Kedelapan 

Tertib Bangunan 

Pasal 35 

 

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan bangunan 

gedung wajib mematuhi ketentuan fungsi dan klasifikasi serta 

persyaratan bangunan gedung. 

 

Pasal 36 

 

Tertib Bangunan dimaksudkan agar penyelenggaraan bangunan 

dapat berlangsung aman, nyaman, rapi, indah, selaras 

memperhatikan keteraturan, kerapian dan keindahan serta 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 37 

 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan 

baik berupa gedung maupun bukan gedung wajib memiliki IMB. 

(2) Kegiatan mendirikan bangunan gedung yang wajib memiliki IMB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. Pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana 

gedung  

b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi 

perbaikan/perawatan perubahan perluasan/perawatan; 

dan 

c. Pelestarian/pemugaran. 
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Pasal 38 

 

Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan 

dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, 

tumbuh pohon atau tumbuh tumbuhan lain di dalam kawasan 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan; 

 

Pasal 39 

 

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan menara dan 

atau tower komunikasi bersama tanpa IMBM dan di luar zona 

penempatan lokasi menara. 

(2) Tata cara pengurusan IMBM dan penetapan zona penempatan 

lokasi menara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kesembilan 

Tertib Sosial 
Pasal 40 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban atas gangguan 

sosial. 

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban 

terhadap : 

a. setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai  tuna susila, 

tuna wisma, pengemis, pengamen, pedagang asongan, anak 

jalanan dan/atau punk di tempat-tempat umum; 

b. pemerintah daerah wajib melaksanakan penertiban tempat-

tempat umum, hotel/penginapan dan sejenisnya termasuk 

rumah kos yang digunakan untuk melakukan perbuatan 

dan/atau kegiatan yang mengarah pada pelanggaran norma 

kesusilaan; 

c. setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun 

gelandangan, pengemis, anak-anak jalanan dan/atau punk, 

untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-

minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; 

d. anak jalanan dan/atau anak punk yang 

mengamen/meminta-minta di jalan dan dalam kendaraan 

angkutan penumpang umum; 
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e. orang dengan gangguan kejiwaan yang berkeliaran  di 

tempat/fasilitas umum; dan 

f. Anak berseragam sekolah yang berada di luar lingkungan 

sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung, kecuali 

mendapat izin kepala sekolah. 

 

Pasal 41 

 

(1) Untuk mewujudkan tertib sosial, setiap orang/badan dilarang:  

a. menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, 

pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau 

persimpangan yang tersedia alat APIL; 

b. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis, 

mengamen dan/atau berdagang asongan; 

c. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan 

sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, 

pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau 

persimpangan yang tersedia alat APIL; 

d. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk 

perbuatan prostitusi; 

e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain 

untuk melakukan perbuatan prostitusi; 

f. memakai jasa prostitusi: 

g. meminta sumbangan yang dilakukan secara perseorangan 

atau kelompok di lingkungan pemukiman, jalan, rumah 

sakit, sekolah dan perkantoran tanpa ijin pejabat yang 

berwenang; dan 

h. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan permainan 

ketangkasan yang mengarah kepada permainan 

peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian. 

(2) Tata cara pemberian ijin untuk permintaan sumbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g, diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Bupati. 
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Bagian Kesepuluh 

Tertib Kesehatan 

Pasal 42 

 

Tertib Kesehatan dimaksudkan agar penyelenggaraan kesehatan 

berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang 

berlaku sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang sehat dan 

berkualitas. 

 

Pasal 43 
 

Dalam rangka Tertib Kesehatan, setiap orang dan/atau badan 

dilarang:  

a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan 

kesehatan tanpa izin; 

b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek 

pengobatan tradisional dan pengobatan kebatinan yang  

yang dapat membahayakan kesehatan serta melanggar 

norma susila dan kaidah agama; 

c. menjual/mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat 

ilegal dan/atau obat palsu. 

 

Bagian Kesebelas 

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian 

Pasal 44 

 

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian dimaksudkan agar kegiatan 

usaha jasa hiburan dan kegiatan yang menimbulkan keramaian 

dapat berlangsung dengan tertib, teratur, menghormati adat istiadat 

setempat, norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 45 

 

(1) Dalam menyelenggarakan tertib tempat hiburan dan keramaian, 

setiap orang dan/atau badan wajib: 

a. mengawasi dan menghimbau kepada pengunjung agar tidak 

membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika, 

praktek asusila dan tindak pidana lainnya; 
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b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, 

seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, 

kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah;  

c. melarang pengunjung anak-anak pada jam sekolah; dan 

d. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di 

lingkungan usahanya. 

(2) Pengaturan jam operasional kegiatan usaha tempat hiburan 

sebagaimana Pasal 45 Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 46 

 

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan 

pendirian, pengusahaan/penyediaan sarana/prasarana yang 

dipergunakan untuk perbuatan asusila/prostitusi atau sejenisnya 

baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 

 

Bagian Keduabelas 

Tertib Masyarakat 

 

Pasal 47 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang 

lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun 

atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar 

pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan 

tempat umum lainnya.  

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, 

spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 

mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang. 

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang 

lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun 

atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa 

berlakunya.  
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Pasal 48 

 

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, 

bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat 

komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah, 

sarana kesehatan milik pemerintah dan lingkungan sekolah. 

 

Pasal 49 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan 

sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian 

pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda 

dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian 

pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan 

massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya  

 

BAB V 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Pasal 50 
 

(1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui 

pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk satlinmas. 

(3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tugas : 

a. membantu dalam penanggulangan bencana;  

b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban 

masyarakat; 

c. membantu penangan ketentraman, ketertiban dan 

keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan 

d. membantu upaya pertahanan Negara. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan 

masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 51 

 

(1) Masyarakat dapat berperan serta mewujudkan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Daerah. 
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(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui: 

a. melaporkan kepada PPNS, Satpol PP atau Satlinmas apabila 

melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya 

pelanggaran atas ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat 

b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, 

PENERTIBAN DAN PENEGAKAN 

Pembinaan 

Pasal 52 

 

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

(2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Satpol PP. 

(3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan; 

b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; 

dan 

c. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat 

daerah. 

(4) Satpol PP dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat 

Daerah lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

serta pihak lain yang terkait. 

 

Pengendalian 

Pasal 53 

 

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat dilakukan melalui kegiatan proses penerbitan 

perizinan. 
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Pengawasan 

Pasal 54 

 

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat dilakukan melalui kegiatan 

pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. 

 

Penertiban 

Pasal 55 

 

(1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk petugas 

yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya. 

(2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dilakukan 

berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan 

baik dari unsur masyarakat maupun aparat. 

(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan    

ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi. 

 

Penegakan 

Pasal 56 

 

(1) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau 

peraturan pelaksanaan lainnya, dilakukan oleh Satpol PP 

bersama dengan PPNS berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan prinsip: 

a. koordinasi; 

b. integrasi; 

c. sinkronisasi; dan 

d. simplifikasi. 

(3) Standar operasional prosedur dalam penegakan pelanggaran 

Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksana lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

(4) Satpol PP dalam mengefektifkan penegakan pelanggaran 

Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat 

Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) sebagai personalia 

tambahan. 
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(5) Pengangkatan Banpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF  

Pasal 57 

 
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), 

Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 

18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24, Pasal 

26, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), 

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36,       

Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, 

Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 diberikan sanksi administrasi. 

(2) Sanksi administratif dikenakan secara berjenjang berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan;  

d. penghentian tetap kegiatan; 

e. pencabutan sementara izin; 

f. pencabutan tetap izin; 

g. denda administratif; dan / atau 

h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

  BAB IX 

KETENTUAN PENYIDIKAN  

Pasal 58 

 

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini 

dilaksanakan oleh Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blitar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berwenang : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai 

adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat 

kejadian; 

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda 

pengenal milik tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 

i. mengadakan penghentian penyidikan setelah tidak terdapat 

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 

tindak pidana dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya; dan 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB X 

KETENTUAN PIDANA  

Pasal 59 

 
Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran 

sebagaimana terdapat pada Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 

10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 

20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, 

Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, 

Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, 

Pasal 47 dan Pasal 48 dapat diancam dengan sanksi  berupa pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 

25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah).  
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Pasal 60 

 

Selain dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan daerah ini, pelaku 

pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat 

dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan lain yang berlaku. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 61 

 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan 

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan. 

 

Pasal 62 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Blitar. 

 

Ditetapkan di  Blitar 

pada tanggal  16 Agustus 2018 

 

   BUPATI BLITAR, 

 

             Ttd 

                RIJANTO 

 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal  16 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

 

 

             Ttd 

TOTOK SUBIHANDONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR : 6/E 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 166-6/2018 
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SALINAN sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

Ttd. 

AGUS CUNANTO, SH., MH. 

NIP. 19650420 199010 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
PENJELASAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR  6  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk 

memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan 

masyarakat seirama dengan tuntuan era globalisasi dan otonomi daerah, maka 

kondisi ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat daerah 

yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk 

meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang serba dinamis, 

turut mempengaruhi respon pemerintah daerah untuk senantiasa mengatur 

dinamika kehidupan masyarakat, agar terlepas dari gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak 

tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang 

memuat sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. 

Dengan demikian, percepatan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman 

dan perlindungan masyarakat dapat benar-benar tercapai, sehingga masyarakat 

dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda 

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu 

untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang befungsi untuk mengatur 

masyarakat Kabupaten Blitar agar terwujud kehidupan bermasyarakat yang 

tentram, tertib, nyaman, bersih, indah dan bermartabat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup Jelas 

Pasal 2 
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Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

  Cukup Jelas 

Pasal 9 

  Cukup Jelas 

Pasal 10 

  Cukup Jelas 

Pasal 11 

  Cukup Jelas 

Pasal 12 

  Cukup Jelas 

Pasal 13 

  Cukup Jelas 

Pasal 14 

  Cukup Jelas 

Pasal 15 

  Cukup Jelas 

Pasal 16 

  Cukup Jelas 

Pasal 17 

  Cukup Jelas 

Pasal 18 

  Cukup Jelas 

Pasal 19 

  Cukup Jelas 

Pasal 20 

  Cukup Jelas 

Pasal 21 

  Cukup Jelas 
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Pasal 22 

  Cukup Jelas 

Pasal 23 

  Ayat 1 

   Cukup Jelas 

  Ayat 2 

   Huruf a 

    Cukup Jelas 

   Huruf b 

    Cukup Jelas 

   Huruf c 

    Cukup Jelas 

   Huruf d 

    Cukup Jelas 

   Huruf e 

Yang dimaksud dengan Sempadan adalah garis batas luar 

pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan 

dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar 

dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, 

tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi 

mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa 

gas, 

Pasal 24 

  Cukup Jelas 

Pasal 25 

  Cukup Jelas 

Pasal 26 

  Huruf a 

   Cukup Jelas 

 

  Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “hewan peliharaan” adalah hewan 

ternak seperti ternak ruminansia besar, ternak ruminansia 

(hewan pemamah biak) kecil, babi dan unggas serta hewan 

kesayangan seperti anjing, kucing, burung berkicau, reptil, dan 

sejenisnya. 
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  Huruf c 

   Cukup Jelas 

  Huruf d 

   Cukup Jelas 

  Huruf e 

Yang dimaksud dengan “berbau menyengat” adalah apa yang 

dapat ditangkap oleh indra pencium (seperti anyir, busuk). 

  Huruf f 

   Cukup Jelas 

  Huruf g 

   Cukup Jelas 

Pasal 27 

  Cukup Jelas 

Pasal 28 

  Cukup Jelas 

Pasal 29 

  Cukup Jelas 

Pasal 30 

  Cukup Jelas 

Pasal 31 

  Cukup Jelas 

Pasal 32 

  Cukup Jelas 

Pasal 33 

  Cukup Jelas 

Pasal 34 

  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah penggambaran 

tingkah laku secara erotis dng lukisan atau tulisan untuk 

membangkitkan nafsu berahi. 

  Huruf b 

   Cukup Jelas 

  Huruf c 

   Cukup Jelas 

  Huruf d 

   Cukup Jelas 

  Huruf e 

   Cukup Jelas 
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  Huruf f 

   Cukup Jelas 

  Huruf g 

   Cukup Jelas 

  Huruf i 

   Cukup Jelas 

  Huruf j 

   Cukup Jelas 

  Huruf k 

   Cukup Jelas 

Pasal 35 

  Cukup Jelas 

Pasal 36 

  Cukup Jelas 

Pasal 37 

  Ayat 1 

Ijin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, 

adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, oleh 

pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 

persyaratan administrtif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

  Ayat 2 

   Cukup Jelas 

Pasal 38 

  Cukup Jelas 

Pasal 39 

  Cukup Jelas 

Pasal 40 

  Cukup Jelas 

Pasal 41 

  Cukup Jelas 

Pasal 42 

  Cukup Jelas 

Pasal 43 

  Cukup Jelas 
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Pasal 44 

  Cukup Jelas 

Pasal 45 

  Cukup Jelas 

Pasal 46 

  Cukup Jelas 

Pasal 47 

  Cukup Jelas 

Pasal 48 

  Cukup Jelas 

Pasal 49 

  Cukup Jelas 

Pasal 50 

  Cukup Jelas 

Pasal 51 

  Cukup Jelas 

Pasal 52 

  Cukup Jelas 

Pasal 53 

  Cukup Jelas 

Pasal 54 

  Cukup Jelas 

Pasal 55 

  Cukup Jelas 

Pasal 56 

  Cukup Jelas 

Pasal 57 

  Cukup Jelas 

Pasal 58 

  Cukup Jelas 

Pasal 59 

  Cukup Jelas 

Pasal 60 

  Cukup Jelas 

Pasal 61 

  Cukup Jelas 

Pasal 62 

  Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  NOMOR : 32 


